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ABSTRAK 

PROSEDUR PENGAJUAN RESTITUSI PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA MASA PAJAK 

DESEMBER 2023 DI PT CMT (STUDI KASUS KONSULTAN 

PAJAK PT LOGISTAX MITRATAMA SOLUSI) 

Oleh: Astiannur Arijzahro Afifah 

Kelebihan Pajak terjadi ketika pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar 

daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak dapat 

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan 

pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku. PT CMT mengalami kelebihan 

bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Desember 2023 dan melakukan 

pengajuan restitusi. Tujuan dari Penulisan ini adalah memahami bagaimana 

prosedur pengajuan restitusi  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT CMT dan 

mengetahui apa saja kendala yang terjadi selama proses pengajuan restitusi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT. Metode penulisan ini 

menggunakan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan tentang suatu 

fakta atau kenyataan tertentu yang terjadi selama melakukan Pengajuan Restitusi 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT CMT yang didampingi oleh PT Logistax 

Mitratama Solusi sebagai konsultan pajak yang mengelola dan membantu 

perpajakan milik PT CMT. Pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, 

wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Prosedur Pengajuan Restitusi PPN 

pada PT CMT dilakukan melalui proses tahapan persiapan, tahapan pelaksaan, dan 

tahapan evaluasi. Tahapan pelaksanaan PT CMT tetap melaksanakan prosedur 

restitusi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didampingi dan diarahkan 

oleh konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajaknya 

sehingga dapat menerima pencairan dana restitusinya. Dalam tahapan persiapan, 

PT Logistax Mitratama Solusi menemukan kendala berupa kurangnya dokumen 

fisik pada lampiran pembelian milik PT CMT. 

Kata Kunci: Prosedur, Restitusi, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
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ABSTRACT 

PROCEDURE FOR FILING VALUE ADDED TAX (VAT) 

RESTITUTION FOR THE DECEMBER 2023 TAX PERIOD AT 

PT CMT (CASE STUDY OF TAX CONSULTANT OFFICE OF PT 

LOGISTAX MITRATAMA SOLUTION) 

By: Astiannur Arijzahro Afifah 

Excess Tax occurs when the creditable input tax is greater than the output tax, the 

difference is an excess tax that can be compensated to the next tax period or can be 

submitted for refund (restitution) at the end of the fiscal year. PT CMT experienced 

an overpayment of Value Added Tax (VAT) in the December 2023 period and filed 

a restitution. The purpose of this writing is to understand how the procedure for 

filing Value Added Tax (VAT) restitution at PT CMT and to find out what obstacles 

occur during the process of filing Value Added Tax (VAT) restitution carried out by 

PT CMT. This writing method uses a descriptive method which aims to describe a 

certain fact or reality that occurs during the filing of Value Added Tax (VAT) 

Restitution at PT CMT which is accompanied by PT Logistax Mitratama Solusi as 

a tax consultant who manages and assists PT CMT's taxation. The data collection 

carried out is observation, interviews, literature study, and documentation. The VAT 

Restitution Submission Procedure at PT CMT is carried out through a process of 

preparation stages, implementation stages, and evaluation stages. The 

implementation stage of PT CMT continues to carry out the restitution procedure 

in accordance with applicable regulations by being accompanied and directed by 

the tax consultant PT Logistax Mitratama Solusi as its tax consultant so that it can 

receive the disbursement of its restitution funds. In the preparation stage, PT 

Logistax Mitratama Solusi found obstacles in the form of a lack of physical 

documents in the purchase attachment belonging to PT CMT. 

Keywords: Procedure, Restitution, and Value Added Tax (VAT)  
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 

Jumat, 24 November 2023 melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) Indonesia awal tahun 2023 hingga Oktober 2023 tetap terjaga 

positif. Namun tetap perlu ada nya antisipasi terjadi nya perlambatan untuk 

menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pada Februari 2024 Sri Mulyani 

Indrawati selaku Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa “Kinerja 

APBN yang tetap positif di awal tahun ini menjadi modal untuk kita menjalani 

tahun 2024”. Memasuki awal 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 

hingga 31 Januari 2024 tercatat Rp215,46 triliun atau telah mencapai 7,70 persen 

dari target APBN 2024. Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara 

yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp172,16 triliun, 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp43,26 triliun, dan 

realisasi Hibah mencapai Rp0,05 triliun.  

Dari data tersebut terlihat penerimaan pajak memiliki peranan penting 

dalam pendapatan negara, yang berarti pajak memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan pembangunan dan keberlangsungan jalannya gerakan roda 

pemerintahan. Mengetahui peranan pajak yang sangat penting dan berpengaruh, 

peningkatan penerimaan pajak menjadi ultimatum bagi pemerintah dengan cara 

melakukan perbaikan atau perubahan dari waktu ke waktu dalam mengatur 

aspek perpajakan agar memaksimalkan penerimaan pajak. 
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Nominal Penerimaan Pajak awal tahun 2024 yang cukup berperan berasal 

dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp83,69 triliun dan Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) 

Rp57,76 triliun. Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut 

terhadap total penerimaan Pajak masing-masing 56,07 persen dan 38,70 persen. 

Secara detail  realisasi penerimaan Pajak dari komponen PPN/PPnBM terutama 

ditopang oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan 

PPN Impor dengan kontribusi dari kedua komponen tersebut masing-masing 

61,69 persen dan 33,85 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. 

Penerimaan PPN DN dan Impor menunjukkan tren positif yang 

mengindikasikan kuatnya konsumsi dalam negeri dan resilientnya ekonomi 

Indonesia dalam jangka panjang.  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis perpajakan, 

menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai 

adalah pajak atas konsumsi, baik konsumsi barang dan jasa di dalam daerah 

pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi. Di 

dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat pajak keluaran yaitu Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena 

Pajak (JKP), ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor Barang Kena 

Pajak (BKP) Tidak Berwujud,  dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (JKP). Selain 

itu terdapat pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan 
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Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau 

Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah 

Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean 

dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP). Jika pajak masukan lebih besar 

dibandingkan pajak keluaran maka status wajib pajak menjadi lebih bayar, 

sebaliknya apabila pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan 

maka status wajib pajak menjadi kurang bayar atau pajak terutang. 

Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif 11% yang sudah berlaku 

pada tanggal 1 April 2022 lalu dan akan menetapkan tarif sebesar 12% yang akan 

berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, yang mana sebelumnya 

dikenakan tarif hanya 10%. Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 

tentang PPN dan PPnBM pasal 9 ayat 4, tertulis apabila dalam suatu masa pajak, 

pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, 

selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak 

berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat juga diajukan 

permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Pengembalian itulah yang 

disebut dengan restitusi. Beberapa Wajib Pajak terutama perusahaan, masih ada 

yang kesulitan dan belum paham bagaimana melakukan pengajuan restitusi lebih 

bayar Pajak Pertambahan Nilai.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010, 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan Pajak menggunakan SPT Masa PPN dengan cara mencantumkan 
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tanda di kolom “Dikembalian (restitusi)” atau dengan cara membuat surat 

permohonan tersendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), prosedur 

pengajuan restitusi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu restitusi biasa (normal) dan 

pengembalian (restitusi) pendahuluan.  

Prosedur restitusi biasa wajib pajak melakukan permohonan pengembalian 

kelebihan pajak lalu dilakukanlah penelitian dan pemeriksaan, setelah itu 

Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan pengembalian 

kelebihan pajak diterima. Apabila melampaui jangka waktu telah di tetapkan 

sebelumnya, dan tidak ada surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

maka surat permohonan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih 

Bayar harus tetap diterbitkan paling lama 1 (satu)  bulan setelah jangka waktu 

berakhir. Jika masih belum diterbitkan juga setelah jangka waktu berakhir, wajib 

pajak akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung 

sejak berakhirnya jangka waktu berakhir hingga diterbitkannya Surat Ketetapan 

Pajak Lebih Bayar.  

PT CMT merupakan Wajib Pajak yang bergerak di bidang perdagangan 

yang dimana perusahaan tersebut menjual seperti sistem pengamanan software 

dan hardware. PT CMT tersebut sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

sejak tahun 2018 dan harus melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) setiap tahunnya. Pada Masa Desember 2023, PT CMT melaporkan SPT 

Masa seperti sebelum-sebelumnya. Bulan Desember terjadi perolehan barang 
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BKP dari dalam negeri dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah 

Rp29.120.772.837 dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% jadi Pajak 

Masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 

Rp3.203.285.012,00. PT CMT menerima pembayaran pekerjaan per termin dari 

penyerahan BKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah dengan Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp62.388.165.225,00 dengan tarif Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) 11% jadi Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh 

pemungut PPN sebesar Rp6.862.698.175,00. Pada Masa Desember 2023 juga 

terdapat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya sejumlah 

Rp10.131.541.814,00. Berikut data laporan SPT kelebihan bayar Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT di Desember tahun 2023: 

Tabel 1.1  

Data Laporan Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2023 

Penyerahan yang PPN nya harus di pungut sendiri Rp0,- 

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM nya 

dipungut oleh pemungut PPN 
Rp6.862.698.175,00 

Pajak Masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan Rp3.203.285.012,00 

Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya Rp10.131.541.814,00 

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp13.334.826.826,00 

Sumber: SPT Masa PPN Desember 2023 PT CMT 

Pajak Masukan yang diperhitungkan atau dikreditkan pada Masa 

Desember 2023 oleh PT CMT lebih besar dari pada Pajak Keluaran nya. Hal 

tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), alasan terjadinya kelebihan bayar di PT CMT salah satu nya melakukan 

transaksi kepada pemungut PPN terutama Bendahara Pemerintah. PT CMT 

melakukan perolehan kepada Pengusaha Kena Pajak yang artinya Pajak 
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Masukan nya dapat dikreditkan, lalu menerima pembayaran pekerjaan per 

termin dari penyerahan kepada Bendahara Pemerintah yang artinya Pajak 

Keluaran nya tidak dikreditkan. Sehingga terjadinya penumpukan Pajak 

Masukan pada PT CMT di tahun 2023 dan terjadilah Lebih Bayar Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

 Karena hal tersebut, PT CMT mengajukan Restitusi di Masa Desember 

tahun 2023, sebagai mana yang kita ketahui bahwa pengajuan restitusi pada 

akhir tahun buku ialah restitusi biasa yang akan melalui penelitian dan 

pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kelengkapan surat-

menyurat dan dokumen hard copy (dokumen fisik) yang dianggap sebagai 

evidance (bukti) terjadi nya kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT 

CMT selama proses pengajuan restitusi mengalami kendala yaitu kurang 

lengkapnya dokumen fisik yang dianggap sebagai evidance (bukti) terjadi nya 

lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT salah satu nya faktur 

pajak masukan yang masih berada di lawan transaksi nya, hal tersebut terdeteksi 

oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai Kantor Konsultan Pajak PT CMT 

sebelum pengajuan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Dikarenakan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 

prosedur yang dilalui oleh PT CMT saat melakukan restitusi. Berdasarkan 

penjelasan latar belakang di atas, Laporan Tugas Akhir ini berjudul kan 

“Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa 

Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak 

PT Logistax Mitratama Solusi)” 
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B. Rumusan Masalah 

Pengajuan Restitusi mungkin sudah sering didengarkan oleh pelaku 

perpajakan, namun tidak dengan masyarakat umum yang masih banyak 

bertanya-tanya. Secara garis besar dari rumusan masalah yang akan di bahas 

dalam tugas akhir ini meliputi: 

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang dilaksanakan oleh PT CMT? 

2. Apa kendala yang terjadi selama Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT? 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Memahami bagaimana prosedur pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) yang dilaksanakan oleh PT CMT. 

2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala selama Prosedur Pengajuan 

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT CMT. 

D. Manfaat 

1. Aspek Akademik 

Dengan ditulisnya tugas akhir ini, diharapkan dapat menambah 

wawasan dan ilmu akademik serta menjadi referensi tambahan untuk 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Diploma III 

Administrasi Pajak. 
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2. Aspek Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan menjadi sarana yang 

bermanfaat dan menambahkan pengetahuan penulis mengenai prosedur 

pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta dapat 

memahami praktik yang ada dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

b. Bagi Akademik 

Diharapkan dengan ditulisnya tugas akhir ini dapat bermanfaat 

serta menambahkan referensi dan memberikan masukan di bidang 

Perpajakan, khususnya mengenai restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN).
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2007).  

Pajak menurut  Soemitro (2019: 1) adalah peralihan kekayaan dari 

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

“surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama 

untuk membiayai public invesment. 

Pajak menurut Djajadiningrat (2019: 1) adalah pajak sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 

negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 

Pada inti nya pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib masyarakat 

kepada kas negara yang bersifat wajib dan memaksa sesuai dengan yang 

tertera dalam undang-undang yang ditetapkan pemerintah untuk kepentingan 

dan kesejahteraan negara tanpa mendapatkan imbalan atau manfaat secara 

langsung.  



10 
 

2. Fungsi Pajak 

Berdasarkan Resmi (2019: 3) pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Fungsi Budgetair 

Fungsi Budgetair artinya pajak menjadi salah satu sumber 

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik secara rutin 

maupun dalam pembangunan. 

b) Fungsi Regulerend 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, fungsi Regulerend artinya pajak 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di 

luar bidang keuangan. 

3. Jenis Pajak 

Berdasarkan Resmi (2019: 7) pajak terbagi menjadi beberapa jenis yang 

dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. 

a) Menurut Golongan 

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 

(dua). Yaitu: 

1) Pajak Langsung 

Merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lainnya. Contoh: Pajak 
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Penghasilan (PPh), yang harus dibayar atau ditanggung oleh pihak 

bersangkutan yang menerima penghasilan tersebut. 

2) Pajak Tidak Langsung 

Merupakan yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, yang biasanya terjadi 

jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak. Misal terjadi penyerahan barang atau 

jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terjadi karena terdapat 

pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh 

produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan 

kepada konsumen secara eksplisit ataupun implisit. 

b) Menurut Sifat 

Jenis pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu 

sebagai berikut: 

1) Pajak Subjektif 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya, 

atau pengenaan pajaknya mengamati keadaan pribadi Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Objektif 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, berupa 

benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa melihat keadaan pribadi 
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Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

c) Menurut Lembaga Pemungutnya 

Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi 2 

(dua), yaitu: 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM). 

2) Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi (tingkat I) 

maupun daerah kabupaten/kota (tingkat II) yang digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak 

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan lain sebagainya. 

4. Asas Pajak 

Berdasarkan Resmi (2019: 9) pemungutan pajak memiliki beberapa 

asas seperti asa domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber, yaitu sebagai 

berikut: 
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a) Asas Domisili 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 

Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang 

berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 

b) Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu 

negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap 

orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal 

di ini Indonesia. 

c) Asas Sumber 

Negara berhak membebankan pajak atas penghasilan uang 

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib 

Pajak.  

5. Sistem Pemungutan Pajak 

Berdasarkan Resmi (2019: 10) dalam memungut pajak, diketahui 

bahwasanya terbagi beberapa sistem pemungutan pajak. Yaitu sebagai 

berikut: 

a) Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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b) Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam sistem ini, fiskus bertugas untuk mengamati dan mengawasi. 

c) With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

6. Penghapusan Pajak Terutang 

Berdasarkan Resmi (2019: 12) utang pajak akan berakhir atau terhapus 

jika terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a) Pembayaran atau pelunasan 

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pembayaran sendiri oleh 

Wajib Pajak ke kantor penerimaan pajak (bank-bank persepsi dan kantor 

pos) atau melakukan pengkreditan pajak luar negeri, maupun melakukan 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. 

b) Kompensasi 

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian atau 

kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.  

Contoh penerapan kompensasi kerugian, pada awal tahun 2018, 

Wajib Pajak A menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00. Pada tahun 

2019, mulai memperoleh laba sebesar Rp5.000.000,00. Seharusnya pada 
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tahun 2019, Wajib Pajak A terutang pajak penghasilan sebesar persentase 

tertentu dari laba tahun 2019. Akan tetapi utang pajak tahun 2019 terhapus 

karena jumlah kerugian pada tahun 2018 dapat dikompensasikan atau 

dikurangkan dari laba 2019. Kerugian suatu usaha dapat dikompensasikan 

pada tahun-tahun setelahnya dengan jangka waktu paling lama adalah 5 

(lima) tahun setelah tahun terjadinya kerugian tersebut.  

Contoh penerapan kompensasi lebih bayar, Wajib Pajak B pada 

tahun 2019 membayar pajak sebesar Rp8.000.000,00. Setelah dilakukan 

perhitungan ulang pada akhir tahun 2019, ditemukan bahwa pajak yang 

telah dibayar mengalami kelebihan bayar yang sebenarnya terutang oleh 

Wajib Pajak B adalah Rp5.000.000,00. Kelebihan pembayaran sebesar 

Rp3.000.000,00 ditahun 2019 dapat dikompensasikan atau dikurangkan 

dari total pajak tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020. 

Wajib Pajak C kelebihan membayar PPh tahun 2021 sebesar 

Rp1.000.000,00 sedangkan untuk jenis PPN terdapat kekurangan pajak 

sebesar Rp1.500.000,00. Kelebihan bayar PPh tahun 2021 sebesar 

Rp1.000.000,00 tersebut dapat dikompensasikan pada kekurangan PPN 

ditahun yang sama, sehingga utang PPN yang tersisa menjadi 

Rp500.000,00.  

c) Kadaluwarsa 

Kadaluwarsa berarti telah melebihi batas waktu tertentu. Jika dalam 

jangka waktu tersebut suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, 

utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/diakhiri dan tidak 
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tertagih lagi. Utang pajak akan kadaluwarsa jika telah melewati 10 

(sepuluh) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya 

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan. 

d) Pembebasan atau penghapusan pajak 

Kewajiban pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak tertentu 

dinyatakan telah mengalami penghapusan oleh fiskus karena setelah 

dilakukan penyidikan, ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi 

kewajibannya. Hal tersebut biasa terjadi karena Wajib Pajak mengalami 

kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.  

B. Pajak Pertambahan Nilai 

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-undang Nomor 42 

Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi, 

baik konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara 

bertingkat pada setiap produksi dan distribusi. 

Susyanti dan Dahlan (2020: 227) menyatakan bahwa Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang 

dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan 

distribusi. Pertambahan nilai (value added) dapat dilihat dari dua sisi yaitu 

sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) serta sisi output dikurangi 

input. Jadi dapat disimpulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan 

pajak yang dipungut atas dasar menambahkan jumlah nilai dari suatu barang 
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atau jasa kena pajak yang berasal dari semua jalur produksi dan distribusi 

dimana transaksi dilakukan di dalam daerah pabean. 

Daerah pabean yang dimaksud menurut Undang-undang Nomor 42 

Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah wilayah Republik 

Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, 

serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen 

yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai 

kepabeanan. 

Barang Kena Pajak (BKP) adalah suatu barang berwujud dan barang 

tidak berwujud berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) begitu juga dengan jasa, Jasa Kena Pajak 

(JKP) adalah kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau 

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau 

hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan 

barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari 

pemesan. Barang dan jasa tersebutlah yang bisa disebut sebagai Objek Pajak. 

Sedangkan pelaku yang dapat memungut PPN adalah Orang Pribadi atau 

Badan yang melakukan kegiatan jual-beli barang atau jasa kena pajak yang 

telah memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pelaku atau subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Wajib 

Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang telah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 



18 
 

(BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan 

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan meliputi sebagai berikut: 

a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan pengusaha; 

b) Impor Barang Kena Pajak; 

c) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan pengusaha; 

d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 

di dalam Daerah Pabean; 

e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) di luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean; 

f) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak 

(PKP); 

g) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena 

Pajak (PKP); 

h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan adalah barang sebagai berikut: 
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a) dihapus 

b) dihapus 

c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang 

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman 

yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek 

pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. 

d) Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan 

surat berharga. 

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

adalah jasa tertentu, sebagai berikut: 

a) dihapus 

b) dihapus 

c) dihapus 

d) dihapus 

e) dihapus 

f) Jasa keagamaan 

g) dihapus 

h) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh 

pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pajak daerah dan retribusi daerah. 
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i) dihapus 

j) dihapus 

k) dihapus 

l) Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan 

ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

m)  Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 

pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan 

kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai 

dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain 

n) Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau 

penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir 

atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir 

yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

o) dihapus 

p) dihapus 

q) Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan 

makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi 
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daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Tarif dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri mengalami beberapa 

kali perubahan, Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tarif 10% berlaku sejak 

Tahun 1983 hingga 31 Maret 2022. Namun, berdasarkan Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengalami 

kenaikan menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 lalu, dan akan 

mengalami kenaikan kembali yang akan berlaku paling lambat pada 1 Januari 

2025 sebesar 12%. Tarif tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan 

paling tinggi 15%.  

Terdapat juga tarif sebesar 0% yang diterapkan atas ekspor Barang 

Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak 

Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Untuk menghitung Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif yang berlaku sesuai undang-undang dengan Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP). 

5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga 

Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai 

sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Sebelum menghitung pajak 
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terutang, diperlukannya untuk mengetahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari 

barang atau jasa kena pajak.  

6. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan 

untuk suatu Masa Pajak. SPT Masa PPN wajib disampaikan oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) dalam bentuk dokumen elektronik. Jangka waktu 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.  

7. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak. Penerbitan faktur pajak ini bersifat wajib bagi 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap transaksi pembayaran atau penyerahan 

dalam negeri, impor, maupun ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 

Pajak agar dijadikan sebagai bukti untuk pengkreditan pajak masukan dan 

pajak pengeluaran. Faktur pajak paling lama dibuat pada akhir bulan 
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penyerahan. Pembuatan faktur pajak sudah diatur sebagai mana dijelaskan 

dalam Undang-undang dan Peraturan Kementerian Keuangan.  

Terdapat sanksi administrasi jika pengusaha sudah di kukuhkan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat 

dalam pembuatan faktur. Selain sanksi administrasi, jika ditemukan 

penerbitan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, 

bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak sesuai 

berdasarkan transaksi yang sebenarnya akan dikenakan sanksi pidana pajak 

(Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang  Ketentuan Umum dan Tata 

cara Perpajakan). 

Dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat (5) 

menjelaskan hal-hal yang harus tercantum di dalam faktur pajak, paling 

sedikit mencantumkan: 

a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang 

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 

b) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak 

atau Penerima Jasa Kena Pajak. 

c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan 

harga. 

d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. 

e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut. 

f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. 

g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan dan tata cara 

pembetulan atau penggantian faktur pajak diatur berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. Karena faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal 

dan material. 

Penomoran Faktur Pajak sudah di atur berdasarkan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dijelaskan sebagai berikut: 

a) 2 (dua) digit Kode Transaksi; 1 (satu) digit Kode Status; dan 

b) 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Kode Transaksi sesuai dengan peraturan sebagai berikut: 

a) Kode 01 digunakan untuk penyerahan kepada selain pemungut PPN. 

b) Kode 02 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut PPN Bendahara 

Pemerintah. 

c) Kode 03 digunakan untuk penyerahan kepada pemungut PPN lainnya 

(selain Bendahara Pemerintah). 

d) Kode 04 digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain 

kepada selain pemungut PPN. 

e) Kode 05 digunakan untuk penyerahan yang pajak masukannya di-deemed 

kepada selain pemungut PPN. 

f) Kode 06 digunakan untuk penyerahan lainnya kepada selain pemungut 

PPN. 

g) Kode 07 digunakan untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-

nya tidak dipungut kepada selain pemungut PPN. 
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h) Kode 08 digunakan untuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan 

PPN atau PPN dan PPnBM kepada selain pemungut PPN. 

i) Kode 09 digunakan untuk penyerahan aset pasal 16D kepada selain 

pemungut PPN. 

Kode Status dengan rincian: 

a) Kode 0 digunakan untuk Faktur Pajak Normal. 

b) Kode 1 digunakan untuk Faktur Pajak Penggantian. 

8. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Masukan 

adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh 

Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari 

luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak 

Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, 

penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor 

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 

9. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM) Pasal 9 ayat (4), dinyatakan pajak terutang jika 

dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan 

maka selisihnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan oleh 
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Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, dalam suatu masa pajak dimana 

kondisi pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka selisihnya 

adalah kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak 

berikutnya atau dilakukannya pengajuan permohonan pengembalian 

(restitusi) pada akhir tahun buku. Prosedur pengembalian kelebihan bayar 

pajak pertambahan nilai dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengembalian (restitusi) 

pendahuluan dan restitusi biasa (normal).  

Prosedur restitusi biasa, wajib pajak melakukan permohonan 

pengembalian kelebihan pajak lalu dilakukanlah penelitian dan pemeriksaan, 

setelah itu Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Lebih Bayar paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan 

pengembalian kelebihan pajak diterima. Apabila melampaui jangka waktu 

telah di tetapkan sebelumnya, dan tidak ada surat yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak maka surat permohonan dianggap dikabulkan dan 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus tetap diterbitkan paling lama 1 

(satu)  bulan setelah jangka waktu berakhir. Jika masih belum diterbitkan juga 

setelah jangka waktu berakhir, wajib pajak akan diberikan imbalan bunga 

sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 

berakhir hingga diterbitkan nya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

C. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan PMK 

Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
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Barang Mewah dan PMK Nomor 16/PMK.03/2011 dengan perubahan Nomor 

185/PMK.03.2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran Pajak, dilengkapi oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 

Per-7/PJ/2011. Restitusi atau pengembalian kelebihan pajak dapat dilaksanakan 

dengan cara berikut: 

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan permohonan pengembalian 

(restitusi) kelebihan pajak dengan menggunakan: 

a) SPT Masa PPN dengan cara mencantumkan tanda di kolom “Dikembalian 

(restitusi)” atau 

b) Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” 

dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak 

dicantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak. 

2. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pajak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak 

berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-

undang PPN juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kriteria 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-undang KUP atau 

sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-undang KUP, Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) tersebut diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) berisiko rendah. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan 

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) dikukuhkan. 
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3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima dan merekam SPT Lebih Bayar 

milik PKP yang mengajukan restitusi. 

4. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diproses melalui penelitian dan 

pemeriksaan. 

a) Penelitian dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah 

serangkaian yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat 

Pemberitahuan (SPT) dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian 

tentang kebenaran penulisan dan perhitungan. Jadi dalam proses ini, semua 

dokumen diteliti kelengkapan serta kebenaran dalam penulisan dan 

perhitungan di dokumen tersebut. Tentunya penelitian tersebut harus 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta Pasal 9 ayat 

(4b) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

b) Pemeriksaan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Dalam proses pemeriksaan, seluruh dokumen yang dibutuhkan harus 
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diserahkan kepada KPP dalam bentuk fisik atau hard copy lalu akan 

diperiksa kelengkapan serta kebenarannya oleh KPP. 

4. Setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan, KPP menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Permohonan restitusi akan secara 

langsung dikabulkan jika sudah melalui 12 bulan setelah pengajuan, jika KPP 

tidak kunjung menerbitkan SKPLB. 

5. Wajib Pajak memberikan Nomor Rekening setelah Surat Ketetapan Pajak 

Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan oleh KPP. 

6. Setelah pemberian Nomor Rekening, KPP menerbitkan Surat Keputusan 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah 

Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang ditujukan kepada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk memproses pencarian 

restitusi kepada wajib pajak. 

7. KPPN melakukan Pencarian dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) sesuai dengan rekening Wajib Pajak. 

8. KPP menerima SP2D dari KPPN. 

9. Wajib Pajak menerima pencairan melalui transfer ke rekening bank yang 

tertera di SPMKP. 

D. Dokumen yang dibutuhkan untuk Pengajuan Restitusi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) 

Pengajuan restitusi biasa dibutuhkan beberapa dokumen soft copy ataupun 

hard copy untuk melengkapi surat permohonan pengembalian (restitusi) Pajak 

Pertambahan Nilai: 
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1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau identitas pemohon restitusi 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 

2. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan; 

3. Rekening Koran Bank milik Perusahaan; 

4. Dokumen Penjualan yang berlampirkan kontrak penjualan, faktur keluaran, 

bukti pembayaran; 

5. Dokumen Pembelian yang berlampirkan invoice, faktur masukan, bukti 

pembayaran; dan 

6. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Masa Januari hingga 

November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan lengkap, 

serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Desember yang sudah 

mencantumkan tanda di kolom “Dikembalian (restitusi)”. 

E. Bagan Alir (Flowchart) 

Menurut Harahap dkk. (2023) flowchart merupakan suatu teknik untuk 

menyusun rencana sistem dalam bentuk simbol-simbol agar memudahkan dalam 

menggambarkan alur sistem. 

Menurut Mardiana dkk. (2021) flowchart merupakan penggambaran 

secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya 

mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan 

dievaluasi lebih lanjut. 

Menurut Fauzi (2020) flowchart merupakan gambar atau bagan yang 

memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan 

antar proses beserta pernyataannya.  
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Berdasarkan pengertian-pengertian flowchart di atas, dapat disimpulkan 

flowchart merupakan suatu teknik visualisasi atau penggambaran dari langkah-

langkah dan urutan suatu prosedur dalam bentuk simbol-simbol yang 

menghubungkan antar proses agar mempermudah dalam pembuatannya. Berikut 

flowchart prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 

Gambar 2.1  

Flowchart Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 
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Keterangan dari simbol-simbol flowchart prosedur pengajuan restitusi 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan sebelumnya, berdasarkan  

Rahmawati (2018: 32-34) sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Simbol-simbol Flowchart dan Fungsinya 

Simbol Keterangan 

 Simbol Arus/Flow 

Untuk menyatakan jalannya arus suatu proses. 

 Simbol Communication Link 

Untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data 

atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. 

 Simbol Terminal 

Untuk menyatakan permulaan atau akhir suatu 

program. 

 Simbol Process 

Simbol yang menunjukkan pengolahan yang 

dilakukan oleh computer. 

 Simbol Manual 

Untuk menyatakan suatu tindakan (proses) yang tidak 

dilakukan oleh computer (manual). 

 Simbol Connector 

Untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke 

proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama. 

 Simbol Decision/Logika 

Untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan 

menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya/tidak. 

 Simbol Document 

Dokumen dapat dibuat dengan tangan dan untuk 

mencetak laporan ke printer. 

 Simbol Input-Output 

Untuk menyatakan proses input dan output tanpa 

tergantung jenis peralatannya. 
Sumber: Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi
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BAB III METODE PENULISAN 

A. Objek Penulisan Pelaporan Tugas Akhir 

Objek dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 

Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT dan kendala apa saja yang alami selama 

pengajuan restitusi tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut pelaksanaan tugas 

akhir ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi 

yang berperan sebagai konsultan pajak dari PT CMT. 

B. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Laporan Tugas Akhir ini dalam proses penyusunannya menggunakan 

metode deskriptif. Pengertian metode deskriptif menurut para ahli adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengertian penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk diuji 

hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek 

penelitian yang merupakan metode dalam pencarian fakta status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. (Purba, dkk., 

2021: 9). 

2. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

fenomena yang ada yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau 

yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan hasil subjek, tetapi 

tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian 

deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai 
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masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai 

besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut. 

(Adiputra, dkk., 2021: 44). 

3. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang lebih banyak 

digunakan dalam bidang bisnis. Penelitian ini banyak dilakukan untuk 

analisis bisnis dan mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Penelitian 

ini tidak memiliki kendali atas variabel yang digunakan, namun berusaha 

untuk menyajikan atau menganalisis data yang diperoleh dari fakta-fakta 

terkini ataupun sebelumnya. (Pakpahan, dkk., 2021: 19). 

Metode deskriptif yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat 

disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode pengumpulan data yang 

bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu kejadian 

atau permasalahan yang muncul karena fenomena alam atau buatan manusia dan 

bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang objek 

penelitian. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, dalam 

Laporan Tugas Akhir ini penulis berusaha untuk menggambarkan tentang suatu 

fakta atau kenyataan tertentu yang terjadi selama melakukan Pengajuan Restitusi 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT 

yang dialami oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajak yang 

mengelola dan membantu perpajakan milik PT CMT. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini  
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adalah data primer dan data sekunder. Menurut Pakphan, dkk. (2021) data 

primer dan data sekunder yaitu: 

a) Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data Primer data yang 

diperoleh seseorang penelitian langsung dari sumbernya tanpa perantara 

pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri 

atau seseorang suatu organisasi. Contoh: Mewawancarai langsung 

pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Misal 

dengan cara: wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya.  

Data yang diambil untuk tugas akhir ini diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara langsung dengan Supervisor dari Kantor Konsultan 

Pajak PT Logistax Mitratama Solusi yang mengelola sekaligus sebagai 

penanggung jawab perpajakan di PT CMT. Penulisan Laporan Tugas 

Akhir ini data primer yang dikumpulkan adalah informasi mengenai 

prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masa 

pajak Desember 2023 di PT CMT. 

b) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seseorang penelitian 

secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui 

sumber lain. Data sekunder diperoleh dari metode dokumen. Penelitian 

mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain 

dengan berbagai cara metode baik secara komersial maupun non 
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komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, Koran, dokumen, 

peraturan, perundangan, dan sebagainya. 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini yaitu SPT Masa PPN tahun 2023 PT CMT dan Dokumen 

yang tersusun dalam data internal PT CMT. Data internal ini diperoleh dari 

konsultan pajak PT CMT yaitu PT Logistax Mitratama Solusi, data nya 

yang gunakan berhubungan langsung dengan topik penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini mengenai Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam Laporan Tugas 

Akhir ini merupakan data yang diperoleh penulis dengan cara pengambilan 

data dari Supervisor kantor konsultan pajak yang mengelola dan bertanggung 

jawab mengenai perpajakan PT CMT, serta mengumpulkan sumber-sumber 

pustaka seperti undang-undang, buku, jurnal, dan literatur lainnya yang 

berhubungan langsung dengan topik penulisan tugas akhir. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Purba, dkk. (2021: 86) metode atau teknik pengumpulan data 

pada prinsipnya dapat dibagi menjadi kedalam 5 metode teknik pengumpulan 

data, yaitu teknik wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi dan triangulasi 

atau penggabungan. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menyusun dan memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data yang 

dilakukan dengan melihat, memperhatikan secara cermat dan teliti dari 

sebuah fenomena yang dapat dijadikan data untuk memberikan suatu 

penjelasan terhadap fenomena yang akan diteliti (Purba, dkk., 2021: 88). 

Pengumpulan data dengan cara metode observasi  digunakan untuk 

mendapatkan sumber data secara langsung dengan cara penulis melakukan 

pengamatan (observasi) prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) pada masa pajak Desember 2023 di PT CMT dan melakukan 

magang di kantor konsultan pajak yang mengelola dan bertanggung jawab 

perpajakan milik PT CMT, selama 3 bulan yang dimulai dari 8 Januari 2024 

s.d. 8 April 2024 di PT Logistax Mitratama Solusi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode yang biasa digunakan untuk mengumpulkan 

informasi secara langsung dari responden penelitian. Sepanjang kehidupan 

individu, kita sering sekali mengumpulkan informasi melalui berbagai bentuk 

interaksi dengan orang lain (Pakpahan, dkk., 2021: 85). Wawancara atau yang 

biasa disebut sebagai interview. Wawancara adalah salah satu teknik dalam 

pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam penelitian ilmiah. Pelaksanaan 

wawancara dapat dilakukan secara langsung kepada informan yang dituju 

atau dapat memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab pada 

kesempatan lain (Purba, dkk., 2021: 86). Wawancara merupakan salah satu 

cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, 
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biasanya dilakukan secara langsung atau face to face dan memberikan 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini. 

Metode ini dilakukan penulis kepada Supervisor kantor konsultan pajak PT 

Logistax Mitratama Solusi yang mengelola dan bertanggung jawab mengenai 

perpajakan di PT CMT. 

3. Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis dengan cara 

membaca berbagai macam buku ilmiah tentang perpajakan, undang-undang 

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (UU PPN), Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan literatur lainnya yang berhubungan 

dengan prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 

membantu dalam penulisan Laporan Tugas Akhir. 

4. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah suatu metode 

yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh bahan-bahan yang terkumpul 

dari arsip data internal milik PT CMT yang bertujuan untuk melengkapi data-

data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dan untuk 

mendapatkan informasi pendukung. 

E. Waktu dan Tempat Magang 

Waktu dan tempat magang yang dilaksanakan oleh penulis yaitu dimulai 

pada tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 8 April 2024 dalam jangka waktu 3 
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bulan dengan sistem magang yang dilakukan seminggu 2 (dua) kali, untuk 

bekerja langsung di kantor atau Work From Office (WFO). Instansi yang 

dijadikan tempat magang oleh penulis adalah Kantor Konsultan Pajak PT 

Logistax Mitratama Solusi yang berlokasi di Ruko Golden Road C27 No.46 

Jalan Pahlawan Seribu, Serpong Tangerang Selatan (Belakang ITC BSD), 

Provinsi Banten 15321.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Profil Singkat 

PT Logistax Mitratama Solusi merupakan brand dari konsultan pajak 

yang didirikan oleh Hardi, S.E., BKP beralamat di Ruko Golden Road C27 

No.46 Jalan Pahlawan Seribu, Serpong Tangerang Selatan (Belakang ITC 

BSD), Banten 15321. PT Logistax Mitratama Solusi berdiri sejak tahun 2010 

dengan Nomor Registrasi Izin Praktik Konsultan Pajak KEP-

8248/IP.B/PJ/2022. Sejak PT Logistax Mitratama Solusi berdiri, konsultan ini 

telah memberikan berbagai konsultasi perpajakan kepada beberapa jenis 

perusahaan baik yang bergerak dalam perdagangan umum, jasa, manufaktur, 

maupun bentuk usaha lainnya. Jasa perpajakan yang ditawarkan bukan hanya 

menjaga kepatuhan SPT masa dan Tahunan, selain itu ada pendampingan 

pemeriksaan, pengajuan keberatan, banding, gugatan serta Peninjauan 

Kembali (PK). Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh PT Logistax 

Mitratama Solusi, yaitu: 

1) Jasa Umum Perpajakan 

2) Pendampingan Sengketa Pajak 

3) Litigasi Pajak 

4) Penyiapan Dokumen Transfer Pricing 

5) Pengajuan Advance Pricing Agreement 

6) Penyusunan Tax Planning 
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PT Logistax Mitratama Solusi juga mengadakan pelatihan-pelatihan 

perpajakan seperti brevet pajak AB dan C, In House Traning dan Workshop 

baik yang dilakukan mandiri maupun bekerja sama dengan berbagai pihak 

yang telah mengadakan pelatihan. Kantor konsultan pajak ini melayani 

konsultasi perpajakan kepada Perusahaan yang bergerak dibidang 

perdagangan umum, manufaktur, jasa, maupun bidang usaha yang lainnya. 

2. Visi dan Misi 

a) Visi 

Visi yang dimiliki oleh PT Logistax Mitratama Solusi ini adalah 

“Menjadi Konsultan Pajak yang terbaik di Asia Tenggara”. 

b) Misi 

Misi yang dimiliki oleh PT Logistax Mitratama Solusi ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam mencapai keunggulan 

kompetitif; 

2) Memberikan jasa perpajakan yang berkualitas tinggi yang sesuai 

dengan keinginan klien kami; 

3) Mengantarkan wajib pajak kepada tujuan yang telah ditetapkan; 

4) Menyediakan Pendidikan berkelanjutan sebagai bentuk pengembangan 

sumber daya manusia dibidang perpajakan. 
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3. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1  

Bagan Struktur Organisasi PT Logistax Mitratama Solusi 

 
Sumber: PT Logistax Mitratama Solusi (2024) 

1. Uraian Pekerjaan (Job Description) 

a) Komisaris 1: Hardi. S.E., BKP 

Komisaris 2: Hendra Kurniawan, SE., SH., MH., CC., CL., ALB 
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Komisaris merupakan jabatan yang terbilang tinggi yang 

bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas 

Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelola 

Perusahaan. Peran komisaris sangat penting dalam suatu Perusahaan, 

berikut beberapa tugas dan tanggung jawab yang pegang oleh komisaris di 

PT Logistax Mitratama Solusi, yaitu: 

1) Memberikan perintah atau ajakan kepada seluruh karyawan 

Perusahaan, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan yang 

luas dari perusahaan. 

2) Memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat bahkan 

memberikan penilaian pada kemampuan kerja direksi-direksi 

Perusahaan yang dipimpinnya. 

3) Bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan sumber daya 

keuangan pada Perusahaan. 

4) Berperan untuk mengambil keputusan pada anggaran tahunan. 

5) Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan yang dialami 

Perusahaan. 

6) Dapat menentukan gaji dan kompensasi yang diharapkan untuk setiap 

anggota direksi dalam perusahaan. 

b) Direktur: Mega Arum S.E M.Ak 

Secara umum, direktur adalah seseorang yang memimpin atau 

mengawasi bidang tertentu dari suatu Perusahaan. Direktur biasanya 

melaporkan secara langsung kepada komisaris setiap perkembangan yang 
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terjadi di Perusahaan. Tugas yang dipegang oleh seorang yang menjabat 

sebagai direktur Perusahaan memiliki budaya yang berbeda-beda di setiap 

Perusahaan. Namun di PT Logistax Mitratama Solusi tugas seorang 

direkturnya adalah: 

1) Mengatur dan menyusun strategi untuk kemajuan Perusahaan di masa 

yang akan datang. 

2) Memberikan evaluasi kinerja kepada karyawan di Perusahaan agar 

seluruh karyawan bisa meningkatkan atau mempertahankan kinerja 

nya. 

3) Menentukan staf-staf yang akan membantu nya di dalam Perusahaan. 

4) Mengirimkan laporan rutin kepada para komisaris. 

5) Melangsungkan visi misi yang telah ada di Perusahaan. 

c) Accounting and Tax: Uqta Sri Purnamasari S.Ak 

Accounting and Tax adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk 

melakukan segala pencatatan dan pengawasan yang perihal segala proses 

yang berkaitan dengan akuntansi dan pajak di suatu Perusahaan. Pada 

dasarnya akuntansi dan pajak adalah 2 (dua) bidang yang saling 

berkesinambungan. Peran dan tugas dari seorang Accounting and Tax di 

PT Logistax Mitratama Solusi adalah: 

1) Mengerjakan administrasi keuangan Perusahaan. 

2) Menyusun dan membuat laporan keuangan dan perpajakan milik 

Perusahaan. 
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3) Menyusun dan membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran 

Perusahaan. 

4) Melakukan pembayaran gaji untuk para karyawan. 

5) Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan 

perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan. 

d) Finance: Ahmad Reza Somana S.Ak 

Dalam Bahasa Indonesia, finance diartikan sebagai keuangan. 

Keuangan adalah suatu ilmu yang bergerak dalam mengelola uang dan 

proses aktual untuk memperoleh dana yang mempengaruhi kehidupan 

setiap Perusahaan. ilmu yang digunakan seorang finace merupakan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan cara pengelolaan uang agar 

kondisinya stabil tanpa adanya kekurangan maupun kelebihan. Di dalam 

PT Logistax Mitratama Solusi, finance memiliki peran sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan dana Perusahaan. 

2) Mengelola dan melakukan pencatatan keuangan Perusahaan. 

3) Melakukan pembayaran yang keluarkan oleh Perusahaan. 

4) Memeriksa laporan keuangan. 

5) Menyusun semua tagihan yang dimiliki Perusahaan. 

6) Mengelola keuntungan milik Perusahaan. 

e) HRD: Rujito 

HRD merupakan singkatan dari Human Resource Development yang 

dapat di artikan sebagai manajemen sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia dalam sebuah Perusahaan ialah karyawan yang merupakan salah 
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satu aset yang memiliki peran sangat penting dalam Perusahaan. oleh 

karena itu, dibutuhkan HRD yang bertugas untuk mengelola kemampuan 

serta keterampilan karyawan Perusahaan. HRD dalam PT Logistax 

Mitratama Solusi bertanggung jawab dalam beberapa hal sebagai berikut: 

1) Memaksimalkan produktivitas karyawan dan meminimalisir 

Perusahaan dari suatu masalah yang mungkin akan timbul. 

2) Mengelola efektivitas hubungan antar karyawan yang bekerja dalam 

Perusahaan. 

3) Mempertahankan karyawan yang berprestasi. 

4) Mengelola kompensasi dan benefit karyawan. 

5) Mengelola kebutuhan requitment masa kini dan mendatang. 

6) Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam 

Perusahaan. 

f) SPV Team: Ahmad Reza Somana S.Ak 

Supervisor atau yang sering disingkat SPV adalah seorang pekerja 

yang bertanggung jawab atas pengawasan dan manajemen tim di suatu 

Perusahaan. peran seorang SPV sangat penting dalam menjaga kelancaran 

dan efisiensi kerja tim serta memastikan pencapaian target yang telah di 

tentukan Perusahaan. seorang SPV di PT Logistax Mitratama Solusi 

memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Merencanakan dan mengawasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim 

yang dipimpinnya. 
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2) Memberikan kepemimpinan, bimbingan dan pelatihan kepada anggota 

tim untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka secara efektif. 

3) Mengawasi aktivitas sehari-hari tim dan memastikan bahwa semua 

pekerjaan terlaksana dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan sesuai 

dengan standar perusahaan dan kemampuan anggota. 

g) Staff: 

a. Saepi, A.Md., S.AB 

b. Agfa Dian Fathurrahman A.Md.Ak  

c. Shandy Nurdiansyah S.Ak 

d. Suherdi S.Kom 

e. Yehezkiel Victor 

f. Natsir Audah S,Ak 

g. Uki Arbasyah Suwarman S.Ak 

Seorang staff di kantor konsultan pajak biasanya mengurus 

pembayaran pajak, memperkirakan dan melacak tax return atau 

pengembalian pajak serta membuat laporan keuangan secara fiskal baik 

bulanan atau tahunan dan diserahkan kepada klien. Staff di PT Logistax 

Mitratama Solusi memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Menghitung dan mempersiapkan pembayaran pajak. 

2) Melengkapi laporan pajak bulanan dan tahunan. 

3) Menyimpan dan mengarsip dokumen penting pajak milik klien. 

4) Menyimpan dan membuat database pajak milik klien secara rapi. 

5) Mengikuti peraturan-peraturan terbaru tentang perpajakan. 
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6) Berkoordinasi dengan auditor internal dan external. 

h) Operasional: 

a. Prasetia Adiguna  

b. Roby Maulana 

Seorang operasional memiliki peran yang penting di kantor 

konsultan pajak, tugas yang diberikan kepada bagian operasional di PT 

Logistax Mitratama Solusi adalah sebagai berikut: 

1) Membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dikirimkan 

kepada klien. 

2) Mengirimkan ataupun mengambil dokumen-dokumen penting milik 

klien ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana klien terdaftar. 

3) Bertemu dengan pihak-pihak klien dalam penyelesaian pekerjaan di 

konsultan pajak. 

B. Hasil Laporan Tugas Akhir 

1. Prosedur Pengajuan Restitusi pada PT CMT 

Kelebihan bayar yang dialami oleh PT CMT terjadi karena saat 

melakukan pembelian pajak masukannya selalu di kreditkan, lalu PT CMT 

melakukan penyerahan kepada pemungut PPN yaitu bendahara pemerintah 

yang mana pajak keluaran tersebut tidak diperhitungkan atau tidak diakui. 

Sehingga terjadi penumpukan pajak masukan setelah diakumulasikan di akhir 

tahun PT CMT mengalami lebih bayar, pada Desember 2023 jumlah lebih 

bayar PT CMT sebesar Rp13.334.826.826,00. Berikut data Kelebihan Bayar 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT: 
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a) Data Penjualan dan Pembelian PT CMT pada Masa Desember 2023 

Tabel 4.1  

Data Penjualan dan Pembelian PT CMT 

Bulan Penjualan Pembelian 

Desember Rp62.388.165.225,00 Rp29.120.772.837,00 
Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023 

PT CMT pada Bulan Desember 2023 menerima pembayaran 

pekerjaan per termin dari penyerahan BKP kepada pemungut PPN 

Bendahara Pemerintah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah 

Rp62.388.165.225,00. Dibulan yang sama PT CMT melakukan perolehan 

barang BKP dari dalam negeri kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp29.120.772.837,00. 

b) Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT CMT pada Masa Desember 

2023 

Tabel 4.2  

Data Pajak Masukan PT CMT pada Masa Desember 2023 

Bulan Jumlah Pembelian Tarif Pajak Masukan 

Desember Rp29.120.772.837,00 11% Rp3.203.285.012,00 
Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023 

Jumlah pembelian yang dilakukan oleh PT CMT pada bulan 

Desember 2023 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 

Rp29.120.772.837,00. Seluruh pembelian ini dilakukan dengan Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) yang artinya dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) 11% sehingga Pajak Masukan nya yang dapat dikreditkan atau yang 

dapat diperhitungkan sebesar Rp3.203.285.012,00. 
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Tabel 4.3  

Data Pajak Keluaran PT CMT pada Masa Desember 2023 

Bulan Jumlah Penjualan Tarif Pajak Keluaran 

Desember Rp62.388.165.225,00 11% Rp0,00 
Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023 

Jumlah penjualan yang dilakukan oleh PT CMT pada bulan 

Desember 2023 menerima pembayaran pekerjaan per termin dari 

penyerahan BKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah dengan 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp62.388.165.225,00 yang 

dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% sebesar 

Rp6.862.698.175,00. Penjualan ini dilakukan kepada Pemungut PPN yaitu 

bendahara pemerintah yang artinya pajak keluaran ini tidak diakui oleh PT 

CMT, sehingga Pajak Keluarannya Rp0,00. 

c) Data Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 

Tabel 4.4  

Data Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 

Masa Pajak sebelumnya Jumlah Kompensasi 

November Rp10.131.541.814,00 
Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023 

Masa Pajak November 2023 terjadi lebih bayar sebesar 

Rp10.131.541.814,00 yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 

yaitu pada bulan Desember 2023. 

d) Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar 

Tabel 4.5  

Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar 

Masa Pajak Desember 2023 

PPN Masukan Rp3.203.285.012,00 

PPN Keluaran Rp0,00 

Kompensasi dari Masa sebelumnya Rp10.131.541.814,00 
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PPN Lebih Bayar Rp13.334.826.826,00 
Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023 

Masa Desember 2023, pajak masukan nya sebesar 

Rp3.203.285.012,00 ditambah dengan kompensasi dari Masa sebelumnya 

sebesar Rp10.131.541.814,00 dan pajak keluaran nya sebesar Rp0,00 yang 

artinya pajak masukan yang dapat di kreditkan sejumlah 

Rp13.334.826.826,00 lebih besar dari pada pajak  keluaran sejumlah 

Rp0,00 sehingga terjadilah lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Masa Desember 2023 pada PT CMT. 

PT Logistax Mitratama Solusi setiap menangani suatu kasus dari klien, 

akan melalui beberapa proses tahapan yaitu sebagai berikut: 

a) Tahapan Persiapan 

Pada tahapan ini, tim dari PT Logistax Mitratama Solusi 

melaksanakan pertemuan atau meeting dengan PT CMT yang 

mendiskusikan tentang pengajuan restitusi. Dalam tahap ini juga PT 

Logistax Mitratama Solusi dengan PT CMT melakukan sinkronisasi atau 

penyelarasan data atau dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan saat 

akan melaksanakan restitusi agar mempermudah selama proses 

pengajuannya. Berikut dokumen-dokumen yang akan diperlukan, seperti: 

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  

2) Laporan Keuangan Tahunan; 

3) Rekening Koran Bank milik PT CMT; 

4) Dokumen Penjualan yang berlampirkan kontrak penjualan, faktur 

keluaran, bukti pembayaran; 
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5) Dokumen Pembelian yang berlampirkan invoice, faktur masukan, bukti 

pembayaran; dan 

6) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Masa Januari hingga 

November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan 

lengkap, serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa 

Desember yang sudah mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan 

(restitusi)”. 

PT Logistax Mitratama Solusi pada tahap ini menemukan dokumen 

yang kurang dari ke-6 (enam) dokumen tersebut, pada saat menyelaraskan 

dokumen pembelian terdapat faktur pajak masukan yang kurang atau tidak 

ada. Dan ternyata faktur pajak masukan tersebut masih belum diterima 

oleh PT CMT dari lawan transaksi nya. 

b) Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan dilakukan oleh PT CMT yang akan diarahkan 

dan didampingi secara intens oleh kantor konsultan pajak PT Logistax 

Mitratama Solusi selama proses pengajuan restitusi dilaksanakan. Selama 

proses pengajuan restitusi PT Logistax Mitratama Solusi yang menemani 

PT CMT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana PT CMT dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Proses yang dilalui oleh PT CMT 

adalah sebagai berikut: 

1) PT CMT menggunakan jasa konsultan pajak yaitu PT Logistax 

Mitratama Solusi untuk membantunya dalam bidang perpajakan.  
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2) PT CMT dibantu dengan Tim PT Logistax Mitratama Solusi 

melaporkan SPT Masa Lebih Bayar pada bulan Desember 2023 yang 

sudah diisikan/diberi tanda pada kolom “Dikembalikan (restitusi)”. 

Setelah melaporkan SPT Masa PT CMT menunggu balasan Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar dari KPP.  

3) Selain SPT Masa PPN pada bulan Desember, PT CMT harus 

melengkapi dokumen atau lampiran untuk pengajuan restitusi. 

Dibantu dengan PT Logistax Mitratama Solusi, PT CMT 

mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Paling lambat 

untuk melengkapinya, 1 bulan setelah permohonan restitusi diterima 

oleh KPP. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan 

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat PT CMT 

dikukuhkan. 

4) PT Logistax Mitratama Solusi sebelum mengirim dokumen yang 

dibutuhkan untuk restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  

menemukan dokumen fisik yang kurang pada lampiran pembelian. 

5) PT CMT bersama PT Logistax Mitratama Solusi berupaya untuk 

melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan hingga lengkap dan 

benar lalu dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat 

PT CMT dikukuhkan. 

6) KPP menerima dan merekam dokumen yang diberikan oleh PT CMT 

dan melakukan penelitian serta pemeriksaan atas kebenaran 

kelengkapan dokumen nya. 
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7) KPP melakukan penelitian dan pemeriksaan setelah menerima dan 

merekam dokumen. 

8) KPP menerbitkan SKPLB setelah memastikan PT CMT melengkapi 

seluruh dokumen fisik yang dibutuhkan pada saat pengajuan restitusi. 

9) PT CMT memberikan nomor rekening perusahaan kepada KPP 

setelah menerima SKPLB. 

10) Setelah menerima nomor rekening PT CMT, KPP menerbitkan Surat 

Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) 

dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang 

ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

untuk memproses pencarian restitusi kepada PT CMT. 

11) KPPN menerima SKPKPP dan SPMKP lalu melakukan Pencarian 

dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai 

dengan rekening PT CMT. 

12) SP2D diterbitkan kepada KPP dan Bank Operasional I (menurut PMK 

98/PMK.05/2007 Bank Operasional I adalah bank operasional mitra 

kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana 

APBN untuk pengeluaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji 

dan gaji susulan) dan uang persediaan) untuk memproses pencairan 

kepada PT CMT. 

13) PT CMT menerima pencairan melalui transfer ke rekening bank yang 

tertera di SPMKP. 
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c) Tahapan Evaluasi 

Tahapan evaluasi ini dilakukan untuk menilai keberhasilan dari 

setiap kasus yang tangani oleh PT Logistax Mitratama Solusi. PT CMT 

melakukan tahapan evaluasi untuk menilai keberhasilan pengajuan 

restitusi yang dilaksanakan bersama Kantor Konsultan Pajak PT Logistax 

Mitratama Solusi serta bertujuan untuk memperbaiki kinerja PT CMT dan 

PT Logistax Mitratama Solusi jika ada kesalahan atau kekeliruan agar 

tidak melakukannya kembali dimasa yang akan mendatang. 

2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama Pengajuan Restitusi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) 

Proses pengajuan restitusi biasa sering dianggap cukup rumit, banyak 

wajib pajak masih kurang paham dengan prosedur restitusi sehingga 

terhambatnya proses pencairan. Penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kelengkapan dan kebenaran surat-

menyurat yang dibutuhkan selama proses restitusi menjadi salah satu faktor 

terjadinya kendala dalam pengajuan restitusi. Kendala yang terjadi dapat 

mengakibatkan terhambatnya proses pencairannya restitusi. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Supervisor dari 

PT Logistax Mitratama Solusi yang mengelola perpajakan PT CMT mengenai 

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PT CMT selama proses pengajuan 

restitusi mengalami kendala dalam kurang lengkapnya dokumen fisik yang 

dianggap sebagai evidance (bukti) terjadi nya lebih bayar Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) pada PT CMT. Dokumen yang kurang lengkap ada pada 
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dokumen lampiran pembelian seperti faktur pajak masukan. Faktur pajak 

masukan menjadi faktor utama kendala yang dialami saat pengajuan restitusi 

oleh PT CMT. Faktur pajak sendiri dapat diambil dari menu e-faktur, namun 

kendala yang sering terjadi adalah faktur pajak masukan yang masih belum 

diterima oleh PT CMT. Lawan transaksi ada yang mengirim faktur pajak 

masukan nya berupa soft copy yang dikirim melalui e-mail, atau hard copy 

nya yang dikirim melalui kantor pos yang masih belum diterima oleh PT 

CMT.  

PT Logistax Mitratama Solusi mendeteksi kurang lengkap nya 

dokumen fisik pada lampiran pembelian yaitu faktur pajak pada saat tahapan 

persiapan, sehingga prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT 

CMT berjalan sesuai aturan yang berlaku dan dapat menerima pencairan dana 

dari pengajuan restitusi tersebut. 

C. Pembahasan 

1. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT 

Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebenarnya 

bisa dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, dalam kasus ini PT CMT memilih 

untuk menyerahkan perpajakannya kepada kantor konsultan pajak nya yaitu 

PT Logistax Mitratama Solusi. Prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) pada PT CMT dilaksanakan dengan tahapan berdasarkan bimbingan 

serta arahan dari konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi. PT CMT 

bersama dengan kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi 

melalui tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Setiap 
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tahapannya PT CMT selalu didampingi oleh konsultan pajak PT Logistax 

Mitratama Solusi, terkhusus pada saat persiapan dokumen serta proses 

penelitian dan pemeriksaan, PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan 

pajak selalu mendampingi dan memberikan arahan yang intens kepada PT 

CMT. Berikut flowchart dari prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) pada PT CMT: 

Gambar 4.2  

Flowchart Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT CMT 
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Berdasarkan gambar 4.2, setelah PT CMT memilih untuk menggunakan 

jasa PT Logistax Mitratama Solusi dimulailah tahapan awal yaitu Tahapan 

persiapan yang pertama kali dilakukan oleh PT Logistax Mitratama Solusi 

bersama dengan PT CMT adalah menyelaraskan dokumen milik PT CMT 

seperti membantu merekap rekening koran bank, merekap penjualan dan 

pembelian, serta membantu laporan SPT Masa PPN pada PT CMT termasuk 

SPT Masa Lebih Bayar PPN yang sudah mencantumkan tanda di kolom 

“Dikembalikan (restitusi)” dan mempersiapkan dokumen-dokumen lainnya 

yang dibutuhkan selama pengajuan restitusi seperti laporan keuangan. Pada 

tahapan ini PT Logistax Mitratama Solusi menemukan kekurangan dokumen 

fisik pada PT CMT. Dokumen tersebut adalah faktur pajak masukan PT CMT 

yang masih berada di lawan transaksinya. PT CMT bersama PT Logistax 

Mitratama Solusi berupaya untuk melengkapi seluruh dokumen yang 

dibutuhkan hingga lengkap dan benar. 

Tahapan pelaksanaan PT CMT tetap melaksanakan prosedur restitusi 

sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didampingi dan diarahkan oleh 

konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi. KPP menerima dan merekam  

kelengkapan dan kebenaran SPT Masa Lebih Bayar PPN milik PT CMT. 

Setelah itu KPP meneliti dan memeriksa kelengkapan lampiran dokumen-

dokumen fisik yang sudah disiapkan oleh PT CMT pada saat pengajuan 

restitusi. PT CMT menerima SKPLB dari KPP setelah memastikan semua 

dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan benar. PT CMT memberikan 

nomor rekening Bank perusahaan setelah menerima SKPLB dari KPP. KPP 
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menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang 

ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  

Proses pencairan sudah selesai jika telah diterbitkannya Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN kepada KPP di tempat PT CMT 

dikukuhkan, dan PT CMT menerima pencairan tersebut. Pada tahap terakhir 

setelah proses pencairan selesai, PT CMT dan PT Logistax Mitratama Solusi 

melakukan tahapan evaluasi setelah terjadinya kendala kekurangan dokumen 

lampiran pembelian pada saat proses penelitian dan pemeriksaan pengajuan 

restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh KPP. Hal tersebut dijadikan 

sebagai evaluasi dan pembelajaran bagi PT Logistax Mitratama Solusi dan 

PT CMT agar kedepannya tidak ada lagi kendala selama proses pengajuan 

restitusi.  

Tahapan persiapan dan tahapan evaluasi hanya dilakukan jika PKP 

menggunakan jasa Konsultan Pajak di PT Logistax Mitratama Solusi. PKP 

yang mengajukan restitusi secara mandiri tanpa bantuan Konsultan Pajak, 

maka sebelum melakukan restitusi belum tentu PKP mempersiapkan segala 

kebutuhan pada saat pengajuan restitusi begitu juga setelah pencairan tidak 

ada tahapan evaluasi. Kemungkinan terjadinya beberapa kendala selama 

proses pengajuan restitusi secara mandiri lebih besar daripada menggunakan 

jasa Konsultan Pajak. 

2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama Pengajuan Restitusi 

Proses pengajuan restitusi biasa sering terdengar di telinga wajib pajak, 
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namun kenyataannya pengajuan restitusi cukup rumit jika dilakukan mandiri 

oleh wajib pajak, banyak wajib pajak masih kurang paham dengan prosedur 

restitusi. Pengajuan restitusi biasa, sebagai mana yang kita ketahui akan 

melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) atas kelengkapan surat-menyurat dan dokumen hard copy (dokumen 

fisik) yang dianggap sebagai evidance (bukti) terjadi nya kelebihan bayar 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti 

Identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP), Laporan Keuangan Perusahaan, 

Rekening Koran Bank Perusahaan, Lampiran Dokumen Penjualan dan 

Pembelian seperti kontrak penjualan, invoice, bukti pembayaran, faktur pajak 

masukan dan faktur pajak keluaran, serta SPT Masa PPN dari Masa Januari 

hingga November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan 

lengkap beserta SPT Masa PPN di Masa Desember yang sudah 

mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan (restitusi)”. Dengan 

banyaknya dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan restitusi, upaya 

yang dilakukan oleh PT CMT adalah dengan cara memilih menggunakan jasa 

kantor konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi, untuk mendampingi, 

mengarahkan dan membantu perpajakannya terkhusus selama proses 

pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya. 

PT CMT walaupun dibantu, diarahkan, dan dibimbing oleh PT Logistax 

Mitratama Solusi sebagai kantor konsultan pajak, tetap saja terjadi beberapa 

kendala selama proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

seperti kurang lengkapnya dokumen fisik. Kurang lengkapnya dokumen yang 
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terjadi pada PT CMT dapat terdeteksi oleh PT Logistax Mitratama Solusi 

pada saat tahapan persiapan. Supervisor dari Tim PT Logistax Mitratama 

Solusi menyatakan kesulitan dalam mencari dokumen fisik seperti faktur 

pajak masukan yang belum diterima oleh PT CMT. Lawan transaksi dari PT 

CMT ada yang mengirim faktur pajak masukan nya berupa soft copy melalui 

e-mail, atau hard copy nya melalui kantor pos yang masih belum diterima 

oleh PT CMT.  

Upaya yang dilakukan oleh PT Logistax Mitratama Solusi dan PT CMT 

adalah dengan mengkonfirmasi kembali kepada lawan transaksi dari PT CMT 

mengenai faktur pajak masukan yang seharusnya sudah diterima oleh PT 

CMT apakah belum diterbitkan oleh lawan transaksi atau sudah diberikan 

kepada PT CMT namun dikirimkan dalam bentuk soft copy melalui e-mail 

yang belum dicetak oleh PT CMT atau dikirim melalui pos yang belum 

sampai ke PT CMT.  
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil Laporan Akhir tentang “Prosedur Pengajuan Restitusi 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Desember 2023 di PT CMT (Studi 

Kasus Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi)” penulis menarik 

Kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Simpulan 

Berdasarkan data hasil magang penulis di Kantor Konsultan Pajak PT 

Logistax Mitratama Solusi serta setelah mempelajari dan membahas tentang 

Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT, penulis dapat 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Prosedur Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT 

yang didampingi dan diarahkan oleh Kantor Konsultan Pajak PT Logistax 

Mitratama Solusi dimulai pada saat proses pengajuan permohonan restitusi 

sampai ke proses pencairan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 

Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, PMK Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara 

Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan PMK Nomor 

16/PMK.03/2011 dengan perubahan Nomor 185/PMK.03.2015 tentang Tata 

Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, 

dilengkapi oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-7/PJ/2011. 

Hanya saja PT CMT dibantu dengan Kantor Konsultan Pajak yang mengelola 

perpajakannya, harus melalui beberapa tahapan seperti tahapan persiapan, 
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tahapan pelaksaan, dan tahapan evaluasi pada saat mengajukan restitusi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang bertujuan untuk mempermudah proses 

restitusi dan meminimalisir hambatan atau kendala selama prosesnya. 

2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama melakukan pengajuan restitusi 

Pajak Pertambahan Nilai (PPD) pada Desember 2023 adalah kurang 

lengkapnya dokumen hard copy (dokumen fisik) yang diperlukan pada saat 

pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Kendala tersebut terdeteksi oleh 

PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajaknya pada saat tahapan 

persiapan penyelerasan dokumen. Dokumen yang menjadi faktor utama 

kendala selama melakukan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) pada Desember 2023 ialah dokumen lampiran pembelian salah satu 

nya faktur pajak masukan dari lawan transaksi nya PT CMT, ada yang 

mengirim faktur pajak masukan nya berupa soft copy melalui e-mail, atau 

hard copy nya melalui kantor pos yang masih belum diterima oleh PT CMT. 

B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, dari hasil 

magang penulis di Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama mengenai 

Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan saat pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

khususnya pada PT CMT dengan konsultan pajak nya PT Logistax Mitratama 

Solusi. Penulis menyarankan hal sebagai berikut: 

1. Kinerja dan kualitas pemahaman para staff di Kantor Konsultan Pajak PT 

Logistax Mitratama Solusi mengenai Prosedur Pengajuan Restitusi cukup 
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baik, dilihat dari kemampuannya menangani kasus pengajuan restitusi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT pada Desember 2023. Saran dari 

penulis, pertahankan hal tersebut agar lebih mudah dan lancar pada saat 

proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa ada kendala 

ataupun hambatan. Penulis berharap dengan adanya kualitas pemahaman 

terhadap prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh para staff di 

Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi berdampak baik untuk 

kelangsungan karir Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi 

dan begitu juga dengan PT CMT. 

2. Melakukan komunikasi yang baik antara PT Logistax Mitratama Solusi 

sebagai Konsultan Pajak dari PT CMT. Komunikasi sangat dibutuhkan 

diantara kedua belah pihak agar tidak terjadinya miskomunikasi yang 

berakibatkan munculnya kendala-kendala yang terjadi selama proses 

pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT Logistax Mitratama 

Solusi sebaiknya lebih teliti lagi pada saat sinkronisasi data dan dokumen dari 

PT CMT agar tidak ada dokumen yang tidak lengkap apalagi sampai hilang. 

Penulis berharap dengan terbentuknya komunikasi yang baik, tidak ada lagi 

kendala yang memperhambat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Pengantar Magang dari Fakultas 
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Lampiran 2 Surat Keterangan Magang dari Perusahaan 
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Lampiran 3 Kartu Kegiatan Magang 
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Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tugas Akhir 
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Lampiran 5 Form Penilaian Magang 
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Lampiran 6 Foto Kegiatan Magang 
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Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan Narasumber 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Latar Belakang dari PT CMT PT CMT berlokasi di Jakarta, 

perusahaan ini bergerak di bidang 

pengadaan barang dan jasa salah 

satunya kepada bendahara pemerintah. 

2 

Kenapa PT CMT mengalami 

kelebihan Bayar Pajak? 

Di akhir tahun 2022 hingga tahun 2023, 

lebih banyak melakukan kontrak 

penyerahan kepada bendahara 

pemerintah. Dimana faktur pajak 

keluaran tersebut tidak diakui, sehingga 

Ketika melakukan pembelian/perolehan 

kepada pihak lain pajak masukan yang 

diterima dapat dikreditkan. Secara 

singkatnya, pajak keluarannya Rp0,- 

karena tidak diakui sedangkan pada saat 

pembelian/perolehan barang, pajak 

masukannya terus diakui hingga 

terjadinya penumpukan pada pajak 

masukan. Di akhir tahun diakumulasi 

terjadi kelebihan bayar pada PT CMT. 

3 

Dokumen apa saja yang 

dipersiapkan oleh PT CMT 

selama proses pengajuan 

restitusi? 

Pengajuan restitusi yang lakukan PT 

CMT merupakan restitusi biasa yang 

artinya akan dilakukan Pemeriksaan. 

Dokumen yang dibutuhkan untuk 

persiapan restitusi biasa adalah seperti 

dokumen pada umumnya, yaitu seperti 

laporan keuangan, identitas Perusahaan, 

SPT Masa PPN, dan evidence (bukti 

dokumen) lainnya yang dibutuhkan 

pada saat pemeriksaan. 

4 

Kendala apa yang dialami 

oleh PT CMT selama proses 

pengajuan restitusi? 

Kendala yang dialami PT CMT  terletak 

pada dokumen fisik (hard copy) 

terutama pada bagian 

pembelian/perolehan. Saat pengajuan 

restitusi salah satu dokumen yang harus 

dilampirkan adalah voucher pembelian 

atau dokumen lampiran pembelian yang 

isinya kontrak, invoice, bukti bayar, dan 

lainnya termasuk faktur pajak masukan. 

Sebenarnya faktur pajak masukan dapat 

diambil dari e-faktur, namun 

kendalanya ada pada hard copy nya. 
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No Pertanyaan Jawaban 

Terkadang lawan transaksi ada 

keterlambatan memberikan faktur pajak 

masukan nya kepada PT CMT. 

Sehingga pada saat persiapan dokumen 

masih ada dokumen pembelian seperti 

faktur pajak ataupun invoice yang 

belum di terima oleh PT CMT. Ada 

lawan transaksi yang memberikan soft 

copy melalui e-mail dan hard copy yang 

menjadi kendala karena masih belum di 

terima oleh PT CMT diberikan melalui 

pos. pengajuan restitusi pada PT CMT 

secara prosedur sudah mengikuti sesuai 

dengan prosedur yang ada. 

5 

Apa alasan yang membuat PT 

CMT melakukan restitusi di 

Bulan Desember 2023? 

Alasan nya mengajukan restitusi pada 

Desember 2023 ialah mengikuti 

bagaimana peraturan/undang-undang 

yang berlaku. Untuk pengajuan restitusi 

dibawah 5 miliar rupiah dapat diajukan 

pada bulan apa saja yang disebut 

sebagai restitusi pendahuluan 

sedangkan pengajuan restitusi yang 

lebih dari 5 miliar rupiah yang disebut 

sebagai restitusi biasa, hanya bisa 

dilakukan di akhir tahun buku saja. 

6 

Berapa pencarian yang 

diterima oleh PT CMT dari 

restitusi yang diajukan? 

Pencairan yang diterima oleh PT CMT 

kurang lebih di angka 13 miliar rupiah 

sesuai dengan pada saat pengajuan nya 

di SPT Masa Desember. 
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Lampiran 8 Dokumen Lainnya 

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT CMT Masa Desember 2023 
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Laporan Keuangan Tahunan Neraca PT CMT 
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Laporan Keuangan Laba Rugi PT CMT
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Rekening Koran Bank PT CMT 
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Faktur Pajak Keluaran 
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Invoice Penjualan 
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Surat Setoran Pajak (SSP) 
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Faktur Pajak Masukan 
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Identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
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